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GI'BEIRI{I'R SUUATERA UTARA,

: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pertanggungiawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2O1O perlu
ditetapkan Peraturarn Cubernur Sumatera Utara t€ntang Penjabaran Petranggungiawaban PeLaksanaan Anggaran dan
Pendapatan Belarja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2O1O sebagai rincian lebih lanjut dad
Pertanggungiawaban Pelalsanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksana€Jr Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utam Tahun Anggaran 2010;

: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentsng Pembentukan Daerah otonom Propinsi Atjeh dart Perubahan
Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (L€mbarar Negara Republik Indonesia Tahun 19S Nomor 64,
Tambahan l,embaran Negara Repubik Indonesia Nomor 11O3);



2.

2

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Iembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
t€ntarg Pajak Bumi dan Bangunan (l,embararr Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 13O, Tambahan L€mbsran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Balgunan (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3688)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undarg Nomor 20 Tahun 2000 Gntang Bea Perolehan Hak Atas Tala]: dan
Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O0 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentartg Keuangan Negara (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun
2004 Nomor 5, ?amba-han l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Talggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44oO);

Undarg-Undang Nomor 25 Tahun 20O4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tembahan I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undalg-Undang Nomor 32 ?ah:n 2OO4 Gntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O4 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 terrtaJrg Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Iembaran Negara Republik Indonesia Ta}run 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan sntara Pemerintah Pusat da-rr Pemerintahal

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan lemberan Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukah Peraturan Perundang-Undangan (l€mbatan Negara

Republik tndonesia Tahun 2O11 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5216);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun l95O tehtang Pembentukan Daerah Propinsi {l€mbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1950 Nomor 59);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO tentang Kedudukan Ker.rangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor 21O, Tambahan lembaraa Negara Republik Indonesia

Nomor 4028);

14. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahtrn 2OO4 tcntang Keduduka.n Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilal Rakyat Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 20O7 tentaig Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4

Gntang Kedudukan Protokoler dalr Keuangan Pimpinar dan Anggota Dewan Perwakilsn Rskyat Daerah (Lembaran

Negara Republik tndonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan l,€mbaran Negam Republik Indonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OOS tentang Stafldar Akuntansi Pemerintah (l.embaran Negara Republik

lndoneeia Tahun 2OOS Nomor 49, Tbmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

17. PerafinaIr Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang Pinjanan Daerah (L€mbamn Negara Republik Indonesia Tahun

2OO5 Nomor 136, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4574);

1.8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (t€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Rcpubtk Indonesia Nomor 4575);
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentang SisGm Informasi Keuangan Daeral (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oO5 Nomor 138, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OOS tentdng Hibah (Iembaran N€gdra Repub[k Indonesia Tahun 2005 Nomor

139, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentarg Pengelolaan Keusngan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambalan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturarr Pemerint€-h Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapgrl Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOb Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

23. Pelaturan Femerintah irlomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan darr Pengawasan Penyelenggaraart

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentahg Pelaporal Keuangan darl Kinerja Instansi Pemerintah (Lembafan

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4614);

25, Peraturan Pemerintah Nomor .... Tahun 2OO7 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada

Pemerintah, Laporal Keterangan Pertanggungiawaban Kepa.la Daerah kepada Dewan Pefwakilan Rallyat Daerah, dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (I€mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20 10 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Talun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratufan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 1 I tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan M€nteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaal Keuangan Daerah;
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28. Peraturen Mented Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangaa Peraturan Daerah

tentang Pertanggungiawaban Pelaksalaan Anggdran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peratural
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalaft Negeri Nordor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahasn dan Pen''lrsunan Leporan

Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiai;

30. Pefaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 20 1 I tenbng Pembentuk Produk Hukum Daerah;

3 I . Peraturan Daerah Nomot 4 Tahun 2O 1 O tentang fuSarEn Ferdapatan dan Belanja DaeTah kovinsi Sumat€ra Utara Tahun

Angaran 201 1 (l€mbaran Daerah Provinsi surIlatela Utara Tahun 20 10 Nomor 4);

32. Perat$an Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daer€h dan Sekretariat Dewan

Perwakilian Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Ijmbaran Daerah Provinsi Sumat€ra Utar4 Tahun 2008 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

33. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera
Utara (l€mbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O08 Nomor 8, Tambahai tembaran Daerah Nomor 8);

34. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja I€mbaga Teknis Daerah Provinai Sumatera
Utqfa (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 20O8 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Surnatera Utara Nomor 9);

35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO9 tentang Organisasi dan Tata Keda Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utsra Tahun 2O09 No:nor 6, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 6);

36. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 t€ntang Pertanggungiawaban Pelaksanaa! Anggaran Pendapatan dan BeLdnja

Daerah Tahun Anggaran 2O1O (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O11 Nomor 4 ).
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EUUTUSKA:

MEnctapKan : PEMTURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PEI.AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2010.
Pa3at 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angggran 2010 sebagai berikut :

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung

1). Belanja Pegawai

2). Belanja Bunga

3). Belanja Subsidi

a). Belanja Hibah

5). Belanja Bantuan Sosial

6). Belanja Bagi Hasil

7). Belanja Bantuan Keuangan

8). Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Rp. 2.554.780.3 17 .361,99

Rp. 1 .247 .97O.173.975,00

Rp. 82.885.649.175.QQ

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

679 .253.395.388,OO

25.888.027,OQ

o,oo

3L6.329.250.0OO,O0

71.955.050.000,OO

609.775.366.951,O0

313.433.814.962,OO

700.000.oo0,o0

Rp, 3.885.636. 14O.51 1'99

Rp, t.991.472.765.9.22'OO



b. Belanja Langsung

1). Belanja Pegawai

3). Belanja Modal

Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja

Surplus

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

7

Rp. 138.095.738.877,00

Rp. 716.934.467.184,00

Rp. 346.533.46I.276,29
Rp. 15o.578.704.8o7.0o

Rp. 1.675.233.498.6FO.@

Rp. 9.666,70,6. 173.982,00

Rp. 218"929.966.F29.99

Rp. 185.954.756.469.29
Rp. 404.A84.722.999,28

2). Belanja Barang dan Jasa Rp. 820.203.202.599,AO

Jumlah Pemblayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan



Paral 2

Ringkasan laporal realisasi alggaral sebagaimana dimalsud dalam Pasal 1 tercantum dalam L€-rnpiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisalrkan dari Peraturan Gubemur ini.

Prsal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran

laporan realisasi anggaran.

Pssd 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam l,ampiran II ysng

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Prsal 5

Peraturan Gubemur iai mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penemPatannya

dslarn Berita Daergh Provinsi Sumatera Utara

Ditetapkan di Medan
pada tanggal LL Dcl,a,'alrw *'on

PIt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan

pada tanggal l{ ksambt'-"2;ou

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMOF. +T


